
1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab	Pelaku	Usaha.
2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
IZIN	:	02201045303630003

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Perpanjangan	 Izin	Usaha
Pertambangan	Tahap	Operasi	Produksi	kepada	Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : PT	REMBANG	BANGUN	PERSADA
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 0220104530363
3. Alamat	Kantor : TEGALDOWO,	Desa/Kelurahan	Tegaldowo,	Kec.	Gunem,	Kab.	Rembang,

Provinsi	Jawa	Tengah,
Kode	Pos:	59263

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0315675422
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: 08102	-	Penggalian	Batu	Kapur/Gamping

7. Lokasi	Usaha : Tegaldowo,	Desa/Kelurahan	Tegaldowo,	Kec.	Gunem,	Kab.	Rembang,
Provinsi	Jawa	Tengah,	
Kode	Pos:	59263

8. Status : Telah	memenuhi	persyaratan

Lampiran	Izin	ini	memuat	daftar	persyaratan	dan/atau	kewajiban	sesuai	dengan	kode	KBLI	Pelaku	Usaha	dan	merupakan	bagian
tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Izin	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Izin	 tersebut	 di	 atas	 wajib	 menjalankan	 kegiatan
usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	30	Maret	2024

a.n.	Gubernur	Jawa	Tengah
Kepala	DPMPTSP	Provinsi	Jawa	Tengah,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	30	Maret	2024
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Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul	KBLI Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

08102 Penggalian
Batu
Kapur/Gamping

Tinggi Persyaratan:	
-	Neraca	sumber	daya	dan	cadangan
-	Rencana	Kerja	selama	masa	perpanjangan
-	Salinan	SK	IUP	(IUP	Operasi	Produksi)
-	Bukti	pelunasan	iuran	tetap	dan	iuran	produksi	atau	pajak
daerah	bagi	IUP	komoditas	mineral	non	logam	dan	batuan
berupa	bukti	setor	sesuai	ketentuan	peraturan	perundang-
undangan,	selama	3	(tiga)	tahun	terakhir
-	Laporan	akhir	tahap	kegiatan	operasi	produksi
-	Susunan	pengurus,	daftar	pemegang	saham	dan	daftar
pemilik	manfaat	(beneficiary	ownership)	dari	Badan	Usaha
-	Laporan	pelaksanaan	pengelolaan	lingkungan	dan
reklamasi
-	Peta	usulan	WIUP/WIUPK	perpanjangan	tahap	kegiatan
Operasi	Produksi	yang	dilengkapi	dengan	daftar	koordinat
berupa	garis	lintang	dan	garis	bujur	sesuai	sistem	informasi
geografis	yang	berlaku	secara	nasional

Kewajiban:	
-	Kewajiban	Pengusahaan	IUP	dan	Pelaporan	yang	berlaku
seperti	komoditas	mineral	logam	dan	batubara
-	Pajak	Daerah
-	Menyusun	atau	menyampaikan	RKAB	Tahunan	kepada
Menteri	atau	Gubernur	sesuai	dengan	kewenangannya
-	Menyusun	dan	menyampaikan	laporan	realisasi	program
pengembangan	dan	pemberdayaan	masyarakat	kepada
Menteri	atau	Gubernur	sesuai	kewenangannya

Telah
memenuhi
persyaratan

Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah

5	Tahun

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Izin	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Izin	tersebut.

Kode
KBLI
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Lampiran berikut ini memuat data teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, 

sebagai berikut : 

1. Nama Pelaku Usaha : PT. Rembang Bangun Persada 

2. Golongan  : Batuan (Batu Gamping) 

 

Dengan ketentuan : 

1. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi diberikan berdasarkan Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta 

WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

2. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. 

3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang: 

a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa 

pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah;  

d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah;  

e. menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan 

f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pemegang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi mempunyai hak dan 

kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Pemegang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi dapat diberikan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jrn Madukoro AA-BB *" 

?f?3'::T;i:L%f?1,?t;:i:i:il;ffi?" ,i,uo"o'' 
7610121'7610122

Surat Elektronik esdm@atengprov. go. id

PERSETUJUAN TEKNIS
Nomor:D4b/\945

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUAN (BATU GAMPING)

KEPADA PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Memperhatikan Surat Direktur Utama PT. Rembang Bangun Persada Nomor :15llllPT-
RBPDA24 tanggal 26 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan lzin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT. Rembang Bangun Persada, bersama ini

disampaikan persetujuan teknis sebagai berikut :

I. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2415
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2A tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2A21 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2A22 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Ittlineral;

9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2A22 Tentang Pendelegasian
Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan lVlineral dan Batubara;

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2A17 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemberian \Mlayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
lMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2A2A tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;

12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya ttdineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

14.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2A22 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di ProvinsiJawa Tengah;
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  No. Nama Pemegang Saham Asal Negara Nilai Investasi Persentase
Saham

1.  MINDO HERBERT SITORUS  Rp 125.000.000 25%

2.  SRI HARNANIE  Rp 125.000.000 25%

3.  EDHO PRASETYO HARNANTO  Rp 125.000.000 25%

4.  PRAHARA FIRDAUSI  Rp 125.000.000 25%

  No. Nama Pengurus Jabatan NPWP Pengurus

1.  MINDO HERBERT SITORUS DIREKTUR 184423465618000

2.  SRI HARNANIE KOMISARIS UTAMA 587308636609000

3.  NADYA PUTRI ARYANTI KOMISARIS 639908631609000

4.  EDHO PRASETYO HARNANTO DIREKTUR 685237935609000

5.  PRAHARA FIRDAUSI DIREKTUR UTAMA 344332358507000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN: 02201045303630003

Nama Perusahaan : PT REMBANG BANGUN PERSADA

Lokasi Kegiatan Pertambangan
Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Rembang
Kecamatan : Gunem
Luas Wilayah Pertambangan : 38,24 Hektare

No.

Garis Bujur(BT) Garis Lintang

Garis Bujur
(°)

Garis Bujur
(Menit)

Garis Bujur
(Detik)

Garis
Lintang (°)

Garis
Lintang
(Menit)

Garis
Lintang
(Detik)

LU/LS

1. 111 30 31,100 6 51 58,400 LS
2. 111 30 44,200 6 51 58,400 LS
3. 111 30 44,200 6 51 57,300 LS
4. 111 30 45,700 6 51 57,300 LS
5. 111 30 45,700 6 51 58,300 LS
6. 111 30 48,100 6 51 58,300 LS
7. 111 30 48,100 6 52 0,200 LS
8. 111 30 38,500 6 52 0,200 LS
9. 111 30 38,500 6 52 6,600 LS
10. 111 30 36,400 6 52 6,600 LS
11. 111 30 36,400 6 52 9,500 LS
12. 111 30 38,500 6 52 9,500 LS
13. 111 30 38,500 6 52 10,300 LS
14. 111 30 40,900 6 52 10,300 LS
15. 111 30 40,900 6 52 12,500 LS
16. 111 30 36,200 6 52 12,500 LS
17. 111 30 36,200 6 52 18,700 LS
18. 111 30 39,000 6 52 18,700 LS
19. 111 30 39,000 6 52 21,900 LS
20. 111 30 41,800 6 52 21,900 LS
21. 111 30 41,800 6 52 24,400 LS
22. 111 30 44,300 6 52 24,400 LS
23. 111 30 44,300 6 52 27,400 LS
24. 111 30 46,200 6 52 27,400 LS
25. 111 30 46,200 6 52 29,500 LS



  26.   111   30   48,700   6   52   29,500   LS
  27.   111   30   48,700   6   52   31,100   LS
  28.   111   30   51,100   6   52   31,100   LS
  29.   111   30   51,100   6   52   34,800   LS
  30.   111   30   52,300   6   52   34,800   LS
  31.   111   30   52,300   6   52   35,600   LS
  32.   111   30   55,200   6   52   35,600   LS
  33.   111   30   55,200   6   52   39,200   LS
  34.   111   30   53,400   6   52   39,200   LS
  35.   111   30   53,400   6   52   42,300   LS
  36.   111   30   50,600   6   52   42,300   LS
  37.   111   30   50,600   6   52   40,100   LS
  38.   111   30   49,600   6   52   40,100   LS
  39.   111   30   49,600   6   52   37,700   LS
  40.   111   30   48,500   6   52   37,700   LS
  41.   111   30   48,500   6   52   35,500   LS
  42.   111   30   46,000   6   52   35,500   LS
  43.   111   30   46,000   6   52   37,000   LS
  44.   111   30   42,500   6   52   37,000   LS
  45.   111   30   42,500   6   52   34,100   LS
  46.   111   30   34,600   6   52   34,100   LS
  47.   111   30   34,600   6   52   35,400   LS
  48.   111   30   30,800   6   52   35,400   LS
  49.   111   30   30,800   6   52   32,200   LS
  50.   111   30   36,000   6   52   32,200   LS
  51.   111   30   36,000   6   52   28,100   LS
  52.   111   30   35,300   6   52   28,100   LS
  53.   111   30   35,300   6   52   25,000   LS
  54.   111   30   36,400   6   52   25,000   LS
  55.   111   30   36,400   6   52   21,800   LS
  56.   111   30   32,800   6   52   21,800   LS
  57.   111   30   32,800   6   52   24,900   LS
  58.   111   30   29,500   6   52   24,900   LS
  59.   111   30   29,500   6   52   20,500   LS
  60.   111   30   31,900   6   52   20,500   LS
  61.   111   30   31,900   6   52   18,400   LS
  62.   111   30   32,800   6   52   18,400   LS
  63.   111   30   32,800   6   52   8,800   LS
  64.   111   30   29,800   6   52   8,800   LS
  65.   111   30   29,800   6   52   14,500   LS
  66.   111   30   25,400   6   52   14,500   LS
  67.   111   30   25,400   6   52   9,300   LS
  68.   111   30   27,100   6   52   9,300   LS
  69.   111   30   27,100   6   52   7,600   LS
  70.   111   30   29,200   6   52   7,600   LS
  71.   111   30   29,200   6   52   3,900   LS
  72.   111   30   27,200   6   52   3,900   LS
  73.   111   30   27,200   6   52   1,800   LS



  74.   111   30   30,000   6   52   1,800   LS
  75.   111   30   30,000   6   52   2,700   LS
  76.   111   30   32,100   6   52   2,700   LS
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LAMPIRAN PETA WILAYAH
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